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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 28 TAHUN 2015
===================================================
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
DI KABUPATEN TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang
:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 58, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan, mengamanatkan bahwa mengenai Tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tabanan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan   Pemerintah   Nomor   48   Tahun   2008   tentang Pendanaan    Pendidikan    (Lembaran    Negara    Republik Indonesia  tahun  2008  Nomor  91,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru Dengan Tugas Tambahan  Sebagai Kepala Sekolah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009     Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009     Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
               MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN TABANAN.
BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah   Kabupaten Tabanan;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabanan

5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Tabanan.

7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Pendidikan Keagamaan Hindu adalah jalur pendidikan formal dan nonformal dalam wadah Pasraman.
12. Pasraman Formal adalah jalur pendidikan pasraman yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan Menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pasraman Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pasraman formal yang dilaksanakan secara terstuktur.

14. Badan  pengelola  adalah  Lembaga  atau  perorangan  yang berbadan   hukum   dan   mempunyai   anggaran   dasar   dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, bebentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sedrajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sedrajat.

17. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

18. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Tabanan.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang tersetruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah.

20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

22. Sekolah Luar Biasa selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa  (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

23. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

24. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

25. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
26. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan ponyelenggaraan sitem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat belangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

27. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran efektif, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

28. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

29. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia, terukur pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

30. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

31. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

32. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKANKEAGAMAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Pasraman bertujuan untuk:

a. menanamkan Kepada Brahmacari untuk memiliki Sradha dan Bhakti kepada Brahmana ( Tuhan Yang Maha Esa); dan

b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan Brahmacari untuk menjadi ahli ilmu agama Hindu dan memiliki ilmu pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap pemahaman weda.
Pasal 3

Pasraman keagamaan Hindu terdiri dari:

a. Pasraman Formal; dan

b. Pasraman Nonformal.
BAB III
PASRAMAN FORMAL

Bagian Kesatu

Jenjang Pendidikan

Pasal 4
Pasraman formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. Pratama Widya Pasraman;

b. Adi widya Pasraman;

c. Madyama Widya Pasraman;

d. Utama Widya Pasraman; dan 

e. Maha Widya Pasraman.
Pasal 5
(1) Satuan pendidikan Pratama Widya Pasraman merupakan pendidikan anak usia dini diikuti oleh anak yang berusia di bawah 6 (enam) tahun.

(2) Satuan pendidikan Adi Widya Pasraman merupakan pendidikan dasar tingkat Sekolah Dasar yang terdiri atas 6 (enam) tingkat.

(3) Satuan pendidikan Madyama Widya Pasraman merupakan pendidikan dasar tingkat Sekolah Menengah Pertama yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(4) Satuan pendidikan Utama Widya Pasraman merupakan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(5) Satuan pendidikan Maha Widya Pasraman merupakan pendidikan tingkat tinggi.
Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 6

(1) Pendirian Pasraman formal wajib memperoleh izin dari Bupati.

(2) Pendirian Pasraman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif,persyaratan teknis dan kelayakan pendirian.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum;

b. memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan pengurus; dan

c. melampirkan Pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tingkat.
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kesiapan pelaksanaan kurikulum;

b. jumlah peserta didik;
c. jumlah dan kualifikasi pendidikdan tenaga kependidikan;
d. sarana dan prasarana pendidikan;
e. rencana pembiayaan pendidikan;
f.    proses pembelajaran;
g. sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan; dan
h. organisasi dan manajemen Pendidikan pasraman.

(5) Persyaratan kelayakan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek :

a. tata ruang, geografis, dan ekologis;

b. prospek pendaftar;

c. sosial dan budaya; dan

d. demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal.
Bagian Ketiga

Penamaan

Pasal 7

(1) Istilah Pasraman wajib digunakan sebagai nama depan dan nama belakang wajib menggunakan istilah dalam agama Hindu.

(2) Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Bupati.
Bagian Keempat

Kurikulum

Pasal 8
(1) Kurikulum pendidikan Pasraman Formal terdiri atas kurikulum keagamaan Hindu dan kurikulum pendidikan umum.
(2) Kurikulum keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang Pratama Widya Pasraman ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi hasil kajian lembaga terkait.
(3) Kurikulum keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang Adi Widya Pasraman dan Madyama Widya Pasraman memuat paling sedikit:

a. Weda;

b. Tatwa;

c. Etika;

d. Acara;

e. Itihasa;

f.    Purana; dan

g. Sejarah Agama Hindu.

(4) Kurikulum keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang Utama Widya Pasraman memuat paling sedikit:

a. Weda;

b. Tatwa;

c. Etika;

d. Acara;

e. Itihasa;

f.    Purana;

g. Yoga;

h. Sejarah Agama Hindu/Budaya Hindu; dan

i.    Bahasa Kawi dan Bahasa Sanskerta.

(5) Kurikulum keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang Maha Widya Pasraman memuat paling sedikit:

a. Weda;

b. Tatwa;

c. Etika;

d. Acara;

e. Itihasa;

f. Purana;

g. Yoga;

h. Sejarah Agama /Budya Hindu;

i. Bahasa Kawi dan Bahasa sansekerta;

j. Darsana;

k. Brahmawidya;

l. Upanisad;

m. Dharmasatra; dan

n. Nitisastra.
Pasal 9
(1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada jenjang Adi Widya Pasraman wajib memuat paling sedikit:

a. Pendidikan Kewarganegaraan;

b. Bahasa Indonesia;

c. Matematika;

d. Ilmu Pengetahuan Alam;dan

e. Ilmu Pengetahuan Sosial.

(2) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada jenjeng Madyama Widya Pasraman dan jenjang Utama Widya Pasraman wajib memuat paling sedikit:

a. Pendidikan Kewarganegaraan;

b. Bahasa Indonesia;

c. Bahasa Inggris;

d. Matematika;

e. Ilmu Pengetahuan Alam; dan

f. Seni dan Budaya.
(3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada jenjang Maha Widya Pasraman wajib memuat paling sedikit:

a. Pendidikan Kewarganegaraan; dan

b. Bahasa Indonesia.

(4) Kurikulum pendidikan umum Maha Widya Pasraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh penyelenggara Pasraman formal dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh BSNP.

(5) Kurikulum pendidikan umum Maha Widya Pasraman sebagaimana dimaksud pada   ayat (3) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima

Proses Pembelajaran

Pasal 10
(1) Proses pembelajaran pada Pasraman formal dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan,pelaksanaan, dan penilaian.

(2) Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada    ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggaraan Pasraman formal sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dikuasai.

Bagian Keenam

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11
(1) Acarya dan tenaga kependidikan pada Pasraman formal wajib memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Acarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Tenaga Kependidikan pada Pasraman formal terdiri atas Kepala, Pengawas, Pustakawan, Tenaga Administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

(2) Pengawas pendidikan Agama Hindu dan kepala/wakil kepala wajib memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketujuh

Peserta Didik

Pasal 13
(1) Calon brahmacari pada jenjang Adi Widya Pasraman minimal telah berusia 6 (enam) tahun.

(2) Calon brahmacari pada jenjang Madyama Widya Pasraman harus memiliki Ijasah Adi Widya Pasraman atau satuan pendidikan yang sederajat.

(3) Calon brahmacari pada jenjang Utama Widya Pasraman harus memiliki ijasah jenjang pendidikan Madyama Widya Pasraman atau satuan pendidikan sederajat.

(4) Calon brahmacari pada jenjang Maha Widya Pasraman program Diploma dan Sarjana harus memiliki ijasah jenjang Utama Widya Pasraman atau satuan pendidikan sederajat.

(5) Calon brahmacari pada jenjang Maha Widya Pasraman program Magister harus memiliki ijasah jenjang Maha Widya Pasraman tingkat Sarjana atau yang sederajat.

(6) Calon brahmacari pada jenjang Maha Widya Pasraman program Doktoral harus memiliki ijasah jenjang Maha Widya Pasraman tingkat Magister atau yang sederajat.
Pasal 14
Brahmacari yang dinyatakan lulusan pada Pratama Widya Pasraman, Adi Widya Pasraman, Madyama Widya Pasraman, dan Utama Widya Pasraman berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenis pendidikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Sarana dan Prasarana

Pasal 15
(1) Sarana yang dimiliki oleh Pasraman formal meliputi:
a. peralatan pendidikan;

b. media pendidikan;

c. buku dan sumber belajar lainnya;

d. bahan habis pakai; dan

e. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Prasarana yang harus dimiliki oleh Pasraman formal paling sedikit meliputi:

a. lahan;
b. ruang belajar;

c. ruang kepala/wakil kepala;

d. ruang pendidik;
e. ruang tata usaha;

f. ruang perpustakaan;

g. tempat beribadah; dan

h. prasarana lainnya yang diperlukan.
Bagian Kesembilan

Pengelolaan Pendidikan

Pasal 16
(1) Pengelolaan pendidikan pada Pasraman formal dilaksanakan secara mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

(2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sisya parampara, pendidikan, dan perlindungan.
Bagian Kesepuluh

Penilaian dan Kelulusan

Pasal 17
(1) Penilaian pada Pasraman formal jenjang Adi Widya Pasraman, Madyama Widya Pasraman, dan Utama Widya Pasraman dilakukan oleh pendidikan,satuan pendidikan,dan Pemerintah.

(2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar brahmacari.

(3) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi Brahmacari pada semua mata pelajaran.

(4) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
Penilaian pada jenjang Maha Widya Pasraman dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
Brahmacari yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian nasional pada Pasraman formal diberikan ijasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesebelas

Akreditasi

Pasal 20
(1) Akreditasi wajib dilakukan terhadap setiap jenjang pendidikan pasraman formal untuk menentukan kelayakan pendidikan pasraman.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi independen sesuai dengan menyertakan unsur Dewan Pendidikan.
BAB IV
PASRAMAN NONFORMAL

Pasal 21
(1) Pasraman nonformal diselenggarakan dalam bentuk Pesantian,Sad Dharma, Padepokan, Aguron guron, Parampara, Gurukula, dan bentuk lainnya yang sejenis.

(2) Pasraman nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program.

(3) Pasraman nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki brahmacari sebanyak 15 (lima belas) orang atu lebih, wajib didaftarkan pada Kntor Kementrian Agama Kabupaten.
Pasal 22
Penyelenggaraan Pesantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib memiliki:

a. Acarya;

b. Brahmacari; dan

c. Widya Mandala (tempat pembelajaran).
Pasal 23
(1) Acarya atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a harus memiliki kompetensi ilmu agama Hindu.

(2) Pesantian dapat memiliki tenaga pendidik lain yang diperlukan dengan kompetensi sesuai kebutuhan.
Pasal 24
Pesantian wajib menyelenggarakan Weda Wakya dan/atau Sad Dharma sesuai dengan kekhasan masing-masing.
Pasal 25
(1) Widya Mandala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c harus dapat memenuhi kebutuhan brahmacari dalam melaksanakan kegiatan pesantian.

(2) Widya Mandala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek perlindungan, keamanan, dan kesehatan.
Pasal 26
(1) Penilaian hasil belajar pada pesantian dilakukan oleh acarya.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau proses dan kemajuan belajar brahmacari.
Pasal 27
Sad Dharma, Padepokan, Aguron guron, Parampara, Gurukula, dan bentuk lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program dibawah bimbingan acarya.

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 15 Mei 2015
BUPATI TABANAN,

          TTD
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 15 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

                              TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
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